
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Ort Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 1092); 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 
Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Retribusi 
Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Medan 
Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Medan Nomor 7) perlu membentuk Peraturan 
Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi 
Pelayanan Kebersihan; 

WALIKOTA MEDAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELA YANAN KEBERSIHAN 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA MEDAN 
NOMOR 11 TAHUN 2014 

Jalan Kapten Maulana Lucis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112 
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228 

E-mail : sekretariat@pemkomedan.go.id, Website: www.pemkomedan.go.id 

PEMERINTAH KOTA MEDAN 
SEKRETARIAT DAERAH 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258}; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3005); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemben tukan Peraturan Peru ndang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

7. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 132, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 4444); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) 
Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia 
Nomor 4438); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pernberian Dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Oaerah (Lernbaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran 
Negara Tahu n 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4741); 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara 
Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4 737); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahu n 2005 Nomor 140, 
Tam bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4578); 

15. Peratur.an Pemerintah Nomor 35 Tahun l.992 
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) 
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat Simalungun, Dai.ri, Tapanuli 
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengan, 
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1991 
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan 
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta 
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, 
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan 
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan 
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan 
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi 
Dati l Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); 
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PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 
TAHUN 2012 TENTANG RETRJBUSf PELAYANAN 
KEBERSJHAN. 

MEMUTUSKAN: 

25, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan 
Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Medan 
Tah un 2012 Nomor 10, Tam bahan Lem baran 
Daerah Kota Medan Nomor 10); 

24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 
Tahun 2009 tenta.ng Pembentukan Organisasi Dan 
Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan 
[Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pernbentukan 
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota 
Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 
Nomor 2, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kota Medan 
Nomor 8); 

23, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota 
Medan (Lernbaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 
Nomor 2); 

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor l 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lernbaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 
Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Medan 
Nomor l); 

21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 7 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

20, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
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BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAI-JUN 2014 NOMOR 11 

SEKRET~RAH KOTA MEDAN, 

~ 
SY AIFUL BAHR[ 

Diundangkan di Medan 
pada tanggal 17 Pebruari 2014 

DZULMl ELDIN S 

ttd 

Plt. W ALIKOTA MEDAN 
W !\KIL W ALIKOTA, 

Ditetapkan di Medan 
pada tanggal 17 Pebruard 2014 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam 
Serita Daerah Kota Medan. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka: 
1. Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2012 tentang 

Pelimpahan Wewenang Pemungutan Retribusi Dan Sebagian 
Pelayanan Kebersihan Kepada Ca.mat, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

2. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Kebersihan. 

PasaJ 3 

Hal-hal yang menyangkut tekriis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Medan Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan 
Kebersi.han diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasa1 2 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan diserahkan kepada Dinas 
Kebersihan Kota Medan. 

Pasal 1 
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